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Menimbang 

Mengingat 

BUPATILAHAT 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAHAT 
NO MOR / b TAHUN 2020 

TENTANG 

SATU DATA LAHAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mu~ 
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah d1akses, 
dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata_ kelola data yang 
dihasilkan oleh Kabupaten Lahat melalw penyelengaraan 
Satu Data Lahat; 

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang sinergis antara Pusat dan Daerah, 
maka perencanaan, pelaksanaan, serta eYaluasi 
pembangunan memerlukan data yang akurat mutakhir 
dan terpadu; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 
hukum kepada semua pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan data diperlukan kemudahan unruk 
memperoleh data dari dan antar instansi Pusat Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten 
Lahat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Satu Data Lahat; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3683); 

3 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 008 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Infortnasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
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Menetapkan 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah 
diubah beberapa ka li, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erinta h a n Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelen ggaraa n Sta tistik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 ten tang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA LAHAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat. 
2 . Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Lahat. 
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lahat. 
4. Satu Data Lahatadalah kebijakan tata kelola Data 

Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menghasilkan Data 
yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat 
dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata'. 
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kade Referens1 
dan Data Induk 

5- Data adalah c;tatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 
?erupa angka, karakter, simbol, gambar, pe~, tanda, 
isyarat, tulisan suara dan/ atau bunyi, yang 
merepresentasik~ keadaan' sebenarnya atau menunjukkan 
suatu ide, objek, kondisi atau situasi. 
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6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Data Sektoral adalah jenis data yang pemanfaatannya 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan 
Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan clan pembangunan yang merupakan tugas 
pokok instansi yang bersangkutan. 
Data Statistik adalah Data berupa angka 
tentangkarakteristik atau ciri khusus suatu populasi 
yangdiperoleh dengan cara pengumpulan, 
pengolahan,penyajian, dan analisis. 
Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 
dimensi atau ukuran, dan/ a tau karakteristik objek alam 
clan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan bumi. 
Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. 
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan 
format yang baku untuk menggambarkan Data, 
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, 
penggunaan dan pengelolaan informasi Data. 
Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk 
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 
berinteraksi. 
Kode Ref erensi adalah tanda berisi karakter yang 
mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau 
norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat 
unik. 
Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek 
dalam proses bisnis pemerintah untuk digunakan bersama. 
Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar 
Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang 
disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. 
Forum Satu Data Lahatadalah wadah komunikasi dan 
koordinasi lnstansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk 
penyelenggaraan Satu Data Lahat. 
Portal Satu Data Lahatadalah media bagi-pakai Data di 
tingkat Kabupaten Lahat yang dapat diakses melalui 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, 
kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga 
pemerintah lainnya. 
Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten 
Lahatyang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan 
BadanDaerah. 
Pembina Data adalah Instansi pusat yang 
diberikewenangan untuk melakukan pembinaan terkait 
Data, atau instansi Daerah yang diberikan penugasanuntuk 
melakukan pembinaan terkait Data. 
Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang 
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan 
pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, 
serta menyebarluaskan Data. 
Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang 
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 
menggunakan Data. 

Pasal 2 

(1) Pengaturan Satu Data Lahatdimaksudkan untuk mengatur 
penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh 
Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. 

(2) Pengaturan Satu Data Lahatbertujuan untuk: 
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi 

Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata 
kelola Data untuk mendukung perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian 
pembangunan; 

b. mev,rujudkan ketersediaan Data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, 
serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar 
Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan; 

c . mendorong keterbukaan dan transparansi Data 
sehingga tercipta perencanaan dan perumusan 
kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan 

d. mendukung sistem statistik nasional peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 
PRINSIP SATU DATA LAHAT 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasa13 

Satu Data Lahatharus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi 

Standar Data; 
b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki 

Metadata; 
c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi 

kaidah Interoperabilitas Data; dan 
d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus 

menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk. 

Bagian Kedua 
Standar Data 

Pasal 4 

(l) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi 
Standar Data. 

(2) Standar Data s b · . 
atas: e agaimana d1maksud pada ayat (1) terdiri 

a. konsep; 
b. definisi; 
c. klasifikasi · 

' 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

d. ukuran; dan 
e. satuan. 

Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data 
tersebut diproduksi. 

Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas 
atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data 
tertentu dengan Data yang lain. 

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam 
kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. 

Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran 
jumlah, kadar, atau cakupan. 

Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan 
sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai 
sebuah keseluruhan. 

Bagian Ketiga 
Metadata 
Pasal 5 

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi 
dengan dengan Metadata. 

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan 
format yang baku. 

(3) Stru~tur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meruJuk pada bagian informasi tentang Data yang harus 
dicakup dalam Metadata. 

(4) Form~t yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meruJuk pada spesifikasi atau standar teknis dari 
Metadata. 

(1) 

Bagian Keempat 
Interoperabilitas Data 

Pasal 6 

Data y d"h ·tk . ang 1 as1 an oleh Produsen Data harus memenuhi 
ka1dah Interoperabilitas Data. 

(2) Unbtuk. memenuhi kaidah Interoperabilitas 
se agru d. a m_ana imaksud pada ayat ( 1), Data harus: 

Data 

. kons1sten dalam · tak/b tuk 
struktu / k sm en , 

: s ema/komposisipenyajian dan 
b. ~~=:/ ~kulasfii keterbacaan; dan 

sistem 
1 

k ~ ormat terbuka yang dapat dibaca 
e e tronik. 
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Bagian Kelima 
Kode Referensi dan Data Induk 

Pasal 7 

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan 
Kode Referensi dan / atau Data Induk. 

BAB III 
PENYELENGGARA SATU DATA LAHAT 

Pasal 8 

Penyelenggara Satu Data Lahatdilaksanakan oleh: 
a. Pembina Data; 
b. Walidata; 
c. Walidata pendukung; dan 
d. Produsen Da ta. 

Bagian Kcsa tu 
Pembina Data 

Pasal9 

(1) Pembina Data mempunyai tugas: 
a. memberika n rckomendasi dalam proses perencanaan 

pengumpulan d a ta; da n 
b. melakuka n pcmbinaan penyelenggaraan Satu Data 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Untuk Data Statistik tingkat Kabupaten, Pembina Data 
Statistik Kabupaten yaitu instansi vertikal badan yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di 
Kabupaten. 

(3) Untuk Data Geospasial tingkat Kabupaten, Pembina Data 
Geospasial tingkat Kabupaten yaitu salah satu lnstansi 
Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul 
Jaringan Pemerintah Kabupaten dalam Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional. 

Bagian Kedua 
Walidata dan Walidata Pendukung 

Pasal 10 

(1) Walidata mempunyai tugas: 
a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh 

Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data 
Indonesia; 

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu 
Data lndoensia; dan 

c. membantu Pembina Data daerah dalam membina 
Produsen Data daerah. 

(2) Pemerintah Kabupaten hanya memiliki 1 (satu) Instansi 
Daerah yang melaksanakan tugas Walidata. 

(3) ~alidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
~ilaksanakan oleh DinasKomunikasi dan Informatika yang 

ertugas mengelola dan menyebarluaskan Data. 
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(4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 
Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi 
Daerah, sesuai penugasan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Produsen Data 

Pasal 11 

Produsen Data mempunyai tugas: 
a . memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai 

Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; 
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data 

Indonesia; dan 
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata. 

Bagian Keempat 
Forum Satu Data Lahat 

Pasal 12 

(1) Pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung 
berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data 

Lahat . 
(2) Forum Satu Data Lahatdikoordinasikan oleh kepala badan 

yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah 

(3) Forum Satu Data Lahatterdiri atas: 
a . Pembina Data; 
b. Walidata; dan 
c. Walidata pendukung. 

(4) Forum Sahl Data Lahatdalam pelaksanaan rugasnya dapat 
menyertakan Produsen Data dan/ a tau pihak lain yang 
terkait, termasuk selain pemerintah. 

(5) Forum Satu Data Lahatberkomunikasi dan berkoordinasi 
dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait 
penyelenggaraan Satu Data Lahat. 

(6) Forum Satu Data Lahatmelaksanakan pertemuan 
koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan 
tugasnya. 

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam 
pertemuan koordinasi, k.hususnya pada saat pengambilan 
kesepakatan. koordinator Forum Satu Data Lahatmeminta 
arahan Bupati. 

Bagian Kelima 
Sekretariat Satu Data Labat 

Pasal 13 

(1) Satu Data Lahatdalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 
Sekretariat Satu Data Lahat. 

(2) Sekretariat Satu Data Lahatmempunyai tugas: 
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis 

operasional dan administratif kepada Forum Satu Data 
Lahat; dan 
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(3) 

( ) 

b. m lnksanakan tug . Jain yang dib riko.n o l h F'orurn 
Satu Data Laba t. 

ekr lariat atu Oat Ln.h tb rsiC t x-offi io, ng ecnr 
fung ional dil , k. n k n ol "h . , I, h satu unit k_ rja di 
lingkungan b d, n an~ me! k - nnknn tug. · P mcnnt.ohnn 
di bidang percncan a n pembn ngun, n dn rnh . 

Ketcntuan 1 bih la njut mcng n i •kr t L riat ."rltu Data 
Laha td ia tu r daJam K putusa n Bupa ti. 

BABIV 
PENYELENGGARAAN SATU DATA LAHJ\T 

Bnginn K ·., tu 
Umum 

P, sa l 14 

Pcny lcnggnr. a n ntu Data La.ha ll rdiri n tas 
a . p rcn anann Dnta; 
b. pen rumpulan Data; 
c. pcmcriksaan Data; dan 
d . penyebarluasan Data. 

Bagi:111 Kcdua 
Pc;rcncanc an Da ta 

P sal 15 

(1) Jnstansi Dacrah mcla ksana ka n percncanaan Da ta berupa 
pcncntuan dafta r Data yang a ka n dikumpulka n di ta hun 
selanjutn a. 

(2) Da lam mcnyu sun dafta r Da ta sebagaiman a dimaks ud pacla 
ayat ( 1), In sta nsi Dacrah mcngncu pada da ft a r Data yan 
telah ditentu kan da la mpcrcncn nnan Da ta lnstans i Pusat. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 16 

Penentuan daftar Data ya ng a kan dikumpulka n di t:1hun 
selanjutnva dilakukan dengan mcnghindari duplikasi. 

Penentuan daftar Data yang akan dikurnpulka n di ta hun 
selanjutnya dilakukan berdasarkan: 
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis ctcktronik 

sesuai dengan ketentuan peratura n pcrundang­
undangan tentang sistem pemerintahan berbas is 
elektronik; 

b. kesepakatan Forum Satu Data Lahat; dan/ a tau 
c . rekomendasi Pembina Data. 

Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat: 
a . ~roduse~. Data untuk masing-masing Data; dan 
b. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data. 

D~tar . Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan 

l
se tanaga.i _ dasar dalarn perencanaan dan penganggaran bagi 
ns s1 Daerah. 
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Bagian Ketiga 
Pengumpulan Data 

Pasal 17 

( 1) Produsen Data melakukan pengumpuian Data sesuru 
dengan: 
a. Standar Data; 
b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu 

Data Lahat; dan 
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. 

(2) Data yang dikurnpulkan oleh Produsen Data disertai 
dengan Metadata. 

Pasal 18 

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data 
disampaikan kepada Walidata. 

(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai: 
a. Data yang telah dikumpulkan; 
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan 
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut. 

Bagian Keempat 
Pemeriksaan Data 

Pasal 19 

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data cliperiksa 
kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Lahatoleh 
Walidata. 

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data 
belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata 
mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. 

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal20 

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa 
kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaen oleh 
Walidata. 

(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data. 

(3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data 
belum sesuai dengan prinsip Satu Data Lahat, Pembina 
Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata. 

(4) Walida~ menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data 
sebagrumana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen 
Data. 

(S) Produs~n Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan 
sebagrumana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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Bagian Kelima 
Penyebarluasan Data 

Pasal 21 

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian 
akses, pendistribusian dan pertukaran Data 

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata. 

(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data 
Lahatserta media lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

(4) Portal Satu Data Lahatmenyediakan akses: 

(5) 

a. Kade Referensi; 
b. Data Induk; 
c. Data; 
d. Metadata; 
e. Data Prioritas; dan 
f. jadwal rilis dan/ a tau pemutakhiran Data. 

Portal Satu Data Lahatdikelola oleh Instansi 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
perencanaan pembangunan daerah. 

Pasal 22 

Daerah yang 
di bidang 

(1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna 
Data. 

(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan 
pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data 
Lahat. 

(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibahas dalam Forum Satu Data Lahat. 

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Instansi Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 

(5) Walidata menerapkan data yang dibatasi aksesnya setalah 
disetujui oleh Forum Satu Data Lahat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Lahat 
dilaksanakan oleh: 
a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah· 

dan ' 
b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau 

peja~at yang bertanggung jawab di bidang 
penyunpanan, pendokumentasian, penyediaan, 
dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk 
Pengguna Data di luar lnstansi Daerah. 

Pasal 23 

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses 
melalui Portal Satu Data Indonesia. 
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(1) 

(2) 

(3) 

Pnsnl ~14 

Instansi Pusat dan lnstuusi 1 ncrnh nwni'nk,•"~ I nt11 cli 
Portal Satu Data Luhnttidnk di1 un~ut binyo. 

Instansi Pusat dnn lnstansi Dncrnh dnlnm 111 •nguks<:s Dntn 
di Portal Salu Datn Lnhntt idak m •m ·rlul nn dol u111e11 l1l t'n 
kesepahan1:.1n, l ·1:jnnjinn kctjn snmn dnn/ntnu doknm ·n 
surat pern~ atnnn. 
Data bagi P ·nggunn Ontn ~ ·lnin Tn~tnnsi Pusnt dun lnstnnsi 
Daerah sebniaimuna iimnlrnu i pnrln nynt ( l) dilnksunoknn 
sesuai ketentuan p--rnturnn perundnng-undnn~~nn. 

BAB\! 
PENDANAAN 

Pnsnl 25 

Segala pendanann vnng dip ·rlukun nntuk p"lnksonuan 
Peraturan Bupati ini dibcbnnknn k ·pndn Anggnrnn P---~1dapnt01~ 
dan Belanja Oaerah, dnn/ntnu ::::umb"r p •ndnnann 1nm scsum 
dengan ketentuan pcrntun-111 pc;rundang-undnngnn. 

BAB Vl 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal_6 

Nota kesepahaman perjanjian kexjn samn dan/ntau dokumen 
surat pern)ataan antar instansi Pusat dan/utau lnstansi Dacrah 
yang terkait dengan tnta keloln, nkses data, dan/ a tau 
pemanfaatan Data ) ang sudah ada padn sant mulai berlakunya 
Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mcmpunyai 
kekuatan hukum mengikat untuk jnngka waktu paling laina 1 
(satu) tallun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. kebijakan daerah dan semua peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/ a tau 
pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini; dan 

b. kebijakan daerah dan semua peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/ a tau 
pemanfaa~an Data yang telah ditetapkan wajib 
~~nye~urukan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati 
~ 1 pati_h_n~ dl:m1a 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 

upa 1n1 1undangkan. · 

Dipindai dengan CarnScanner 



Pasal28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten La.hat. 

Diundangkan di Lah~t 
pada tanggal ~. ')-AU 7,tJ?,,-o 

RETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, 

AiM½ 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR./f. . 

Oipindai dengan CamScanner 
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